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BUPATI SOLOK

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR : 1L TARUA 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

tl.

BUPATI SOLOK,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik,
penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun

dan menetapkan Standar Pelayanan;

. bahwa untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara

pelayanan dalam menyusun  standar pelayvanan, perlu
ditetapkan pedoman penyusunan standar pelayanan;

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana dimaksud
dalam hurufl a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Buparti tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di

Lingkungan Pemerintah Kabupaten Solok;

‘Undang-Undang Nemor 12 Tshun 1956  tentang

Pembentukan  Daerah  Monom  Kabupaten  dalam
Lingkungan Dacrah Propinsi Sumatera Tengah;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelavanan
Publik;



§,

Menetapkan

4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2004 tentang
Pemindahan [bukota Kabupaten Solok dari Wilavah Kota
Solok ke KayuAro-Sukarami (Arosuka) di Kecamatan Gunung
Talang Kabuparen Saolok;

2. Peraluran Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
2012 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 25
Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

6. Peraturan Menterd i Pendavagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar
Pelayanan;

7. kepurusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Megara Nomor
63/ KEP/M.PAN /7 /2003 tentang Pedoman Umum

Penyvelenggaraan Pelavanan Puhlilk.

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN
STANDAR PELAYANAN DILINGRUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SOLOK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini vang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kabupaten Solok.

Z. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Solak,

3. Bupati adalah Bupati Solok.

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam rangka pemenuban kebutuhan pelayanan sesusi
dengan  peraturan peundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratil yang disediakan oleh penyvelenggara pelayanan

publik.

on

Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut
Penyelenggara adalah setiap perangkat daerah vang dibentuk
berdasarkan peraturan daerah untuk kegiatan pelayanan
publik, dan badan hukum lain yvang dibentuk semata-mata

untuk kegiatan pelavanan publik.
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6. Masvarakar adalah  seluruh pihak, baik warga negara,
penduduk sebagal orang perseorangan, kelompok, maupun
badan hukum vang berkedudukan sebagal penerima manifuat
pelayanan publik, baik sccara langsung  maupun  ridak
langsung,

7. Blandar Pelayanan adalah tolok ukur vang dipergunakan
sebagal pedoman  penyelenggaraan pelayanan dan  acuan
penmlaian  kualitas }Eela;,-anam sebagal kewajiban dan janji
penyvelengara kepada masvarakar dalam rangka pelayanan
vang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, serta terukur,

8. Komponen Standar Pelayanan adalah unsur administrasi dan
manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan prases
penyeclenggaraan pelayanan publik. dan

9. Anggaran pendapatan dan belanja  daerah, selanjutnya
disingkat APED adalah rencana keuangan  tahunan
pemerintah daerah vang dibahas dan disetujui hersama oleh
pemerintah  dacrah dan DPRD dan diterapkan dengan
Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pedoman penyusunan Standar Pelayvanan dimaksudkan scbagai

atuan atau panduan bagi penyelenggara dalam  menyusun,

menetapkan dan menerapkan Standar Pelayvanan.
Pasal 3

Tujuan pedoman penyusunan Standar Pelayvanan dimaksudlkan

untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan

kinerja pelavanan sesuail dengan kebutuhan masyarakat dan

selaras dengan kemampuan penyelenggara.

Pasal 4
Sasaran pedoman penvusunan Standar Pelayanan adalah agar
sctlap  penvelenggara  mampu menyusun, menetapkan dan

menerapkan Standar Pelayanan dengan baik dan konsisten.

Pasal 5
Frinsip dalam penyusunan, penetapan dan penerapan  Standar
Pelavanan melipuri ;
a. sederhana;

b. konsistensi:
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partisipatif;
akuntabel:
berkesinambungan;
transparansi; dan
keadilan.

Pasal 6
Sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a,
yaitu harus dapat mudah dimengerti, mudah diikuri, mudah
dilaksanakan, mudalil diukur, dengan prosedur vang jelas dan
biava terjangkau bagi masvarakat dan penyclenggara,
Konsistensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b,
vaitu harus memperhatikan ketepatan dalam mentaati waktu,
prosedur, persyaratan dan penetapan biaya pelayanan vang
terjangkau.
Parusipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf C.
vaitu penyusunan  Standar Pelayanan dengan melibatkan
masyarakal dan pihak terkait untuk memhahas bersama dan
mendapatkan keselarasan atas dasar komilmen atau hasil
kesepakatan.
Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d,
yaitu hal-hal yang diatur dalam standar pelavanan harus
dapat dilaksanakan dan dipertanggungijawabkan secara
konsisten kepada pihak vang berkepentingan.
Berkesinambungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e, yvaitu Standar Pelayanan harus dapatl berlaku sesuai
perkembangan  kebijakan dan  kebutuhan peningkatan
kualitas pelayanan.
Transparansi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f,
vaitu Standar Pelayanan harus dapat dengan mudah diakses
dan diketahui oleh seluruh masyvarakat.
Keadilan scbagaimana dikmaksud dalam Pasal 5 hurmaf g,
yaitu Standar Pelayanan yang diberikan dapat menjangkau
semua masyarakal yvang berbeda status ekonomi, jarak lokasi

geogralis, dan perbedaan kapasitas fisik dan mental.



EBAE IT

RUANG LINGEKUP
Pasal 7

Ruang lingkup Standar Pelayanan meliput :

a. pelayanan barang publik;

b. pelayanan jasa publik; dan

. pelavanan administratif.

Y Paszal 8

(1} Pelayanan barang publik sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 huruf a wyaitu pengadaan dan penvaluran barang
publik vang dilakukan oleh penyelengeara.

(2) Pelayanan jasa publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
huruf b yaitu proses penyediaan jasa publik yang dilakukan
cleh penyelengeara.

(3) Pelayanan administrati§ sehagaimana dimaksud dalam Pasal
7 hurul ¢ merupakan pelayanan oleh penvelenggara yvang

menghasilkan berbagai bentuk resmi vang dibutuhkan oleh

masyarakat,

BAB III

HOMPONEN
Pasal 9
Komponen Standar Pelayanan paling sedikit memuar :
a.. dasar hukum;
b. persvaratan;
¢, sistemn, mekanisme dan prosedur;
d. jangka waktu penyelesaian;

¢. bilaya/tarif;

[. produk pelayanan;
g. sarana, prasarana dan/atau fasilitas;
h. kompeiensi pelaksana;

pengawasan internal;

i

j. penanganan pengaduan, saran dan masukan;

k. jumlsh pelaksana;

. jaminan pelayanan;

m. jaminan keamanan dan keselamatan pelavanan; dan

n. evaluasi kinerja pelaksana.
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Pasal 10
Dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal @ huruf
d merupakan peraturan perundang-undangan yang menjadi
dasar penvelenggaraan pelavanan,
Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurul b
merupakan syarat (dokumen atau hal lain) yvang harus
dipenuhi  dalam pengurusan  suatu  jenis  pelayanan,
termasuk pengaduan.
Sistem, mekanisme dan prosedur schagaimana dimaksud
dalam Pasal @ hurul ¢ merupakan tata cara pelayanan yang
dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasulke
pengaduan.
Jangka wakiu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 hurul d merupakan jangks waktu vang diperlukan
untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap
jenis pelavanan,
Biaya/tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf «
vaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan
dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan  dard
penyelenggara  yang besarnya ditetapkan berdasarkan
Ketentuan vang berlaku.
Produk pelavanan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf f vaitu hasil pelavanan vang diberikan dan diterima
sesual dengan ketentuan yang ditetapkan,
Sdarana, prasarana dan/atauv fasilitas St}_‘r.':lgﬁimﬂ].'lﬂ dimaksud
dalam Pasal 9 huruf g yaitu peralatan dan fasilitas yang
diperlukan dalam penvelenggaraan pelavanan termasule
peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
Kompetensi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
buruf b waitu kemampuan wyang harus dimiliki oleh
pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan
pengalaman,
Pengawasan internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9
huruf | merupakan sistem  pengendalian  internal dan
pengawasan langsung vang dilakukan oleh pimpinan satuan

kerja atau atasan langsung pelaksana.



[10) Penanganan pengaduan, saran dan masukan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 hurul j merupakan tata cara
pelaksanaan penanganan pengaduan dan lindak lanjut;

(11} Jumlah pelaksana scbagaimana dimaksud dalam Pasal @
buruf k yaitu tersedianya pelaksana sesuai dengan beban
kerja,inlormasi mengenai komposisi alau jumlah petugas
yvang melaksanakan tugas sesual pembagian dan uraian
Tugasnya, Y

{12} Jaminan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal @
huruf 1 yvaitu untuk memberikan kepastian pelayanan vang
dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.

(13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayvanan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 hurul moyaitu bentuk
komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya,
resiko dan keragu-ramaan,

(14} evaluasi kinerja pelaksana sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 huruf n yaitu penilaian untuk mengetahui seberapa
jauh  pelaksanaan  kegiatan  sesuai  dengan  Standar

Pelavanan.

EAB IV

TAHAPAN

Pasal 11
Tahapan penyusunan Standar Pelayanan meliputi :
d. penyviapan rancangan Standar Pelavanan; dan

b. penyvusunan rancangan Standar Pelavanan |

Pasal 12
(1) Tahap penyiapan rancangan Standar Pelavanan sebapaimana
dimaksud dalam Pasal 11 huruf a terdiri atas ;
a. pembentukan Tim; dan
b, identilikasi.
(2] Pembentulan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d terdirl atas ketua, sekretaris dan angpota.
(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2} ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.
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Identifikasi scbagaimana dimaksud pada ayvat (1) huraf b

meliputi ;
a. Tugas, [ungsi, kewenangan dan dasar hukum
kelembagaan;

b. Jenis pelavanan, produk pelayanan, masyvarakat dan
pihak terkait;
c. Mekanisme dan prosedur, persvaralan, biaya, waktu dan
penanggung jawa IE-:
d. Barana, prasarana dan anggaran;
€. Jumlah dan kompetensi sumber daya manusia; dan
f. Pengawasan internal.
Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan
dengan cara mempelajari, mencermati, dan menelit berbagai
praktek kebijakan dan/atau implementasi peraturan vang
terkait dan mendasari  penvelenggaraan pelayvanan vang
dituangkan ke dalam Lembar Kerja.
Format Lembar Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
tercantum dalam Lampiran I vang merupakan bagian tidak

terpisahikan dari Peraturan Bupati ini.

Pa=al 13

Penyusunan rancangan Standar Pelayanan dilakukan untuk
mempermudah  proses pembahasan pada masing-masing
Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan Standar Pelayanan schagaimana
dimaksud pada ayatr (1) dilakukan tengan cara rapat
pembahasan,

Format  penyusunan  rancangan  standar pelavanan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] sebagaimana Lercantum
dalarm dalam Lampiran Il yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB WV

PENETAPAN
Pasal 14
Rancangan Standar Pelayanan vang telah disusun haras
dilakukan  pembahasan  melalui pembentukan  foram

pembahbasan pada masing-masing Perangkat Daerah.
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Forum pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayar (1)

terdiri dari Tim dan unsur masyvarakat / pihak terkait.

Unsur masyarakat/ pihak terkail scbagaimana dimaksud pada

ayat (2) berjumlah paling banyak 5 (lima) orang dengan

kniteria sebagai berikut:

a. dapat  mewakili atau mencerminkan lketerwakilan
kepenlingan unsur masvarakat:

b. dapat mewakili baik dari kelompok masyarakat maupun
dari wakil asus[as;_.f lkorporasi/badan usaha;

¢. memiliki kepedulian dalam arti bahwa yang bersangkutan
pernah mendengar, mengetahui atau merasakan langsung
pelayanan;

d. memiliki kompetensi, keahlian atay pengetahuan sesuai
jenis pelayvanan yang bersangkutan: dan

e. dapat mengedepankan musyawarah, mufakal dalam
pembahasan dan pengambilan keputusan dan kriteria
lainnya sesuai kondisi jenis pelayvanan atau kebutuhan
karakteristik pelavanan yang bersangkutan.

Hasil pembahasan rancangan Standar Pelayanan dituangkan

dalam Berita Acara Penyusunan Standar Pelayanan, dengan

dilampirkan daftar hadir peserta rapat.

Standar Pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Perangkat Daerah; dan

Format Standar Pelayanan, Surat Keputusan Kepala

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pads ayat (5)

tercantum dalam Lampiran [II vang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BEAE VI

MAKLUMAT PELAYANAN
Pasal 15
Penyelenggara scbelum  menerapkan  Standar Pelayanan
dilingkungan Perangkat Dacrahnya berkewajiban menyusun
dan menetapkan maklumat pelayanan.
Maklumat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan pernyataan kesanggupan penvelengoars untuk
melaksanakan pelayanan sesuai  Standar Pelayanan vang

telah ditetapkan.
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Penyelenggara  berkewajiban  mempublikasikan  maklumat
pelayanan paling lambat 7 (fujuh] hari kerga sclelah Standar
Pelavanan ditetapkan.

Format maklumal pelayanan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1] tercantum dalam Lampiran [V vang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring
Pasal 16
Tim  berkewajiban  melakukan  monitoring  terhadap
penyelenggaraan  Standar Pelayvanan pada masing-masing
Perangkart Daerah;
Monitoring  sebagaimana dimaksud pada avar (1) dapat
dilakukan dalam bentuk :
a. survel;
b. wawancara; dan
c. obhservasi,
Metode monitoring sebagaimana dimaksud pada avat (2
paling sedikit memuat komponen sebagai berikut :
a. persyaratan  teknis  maupun  administrasi  dalam
pengurisan pelavanan termasuk biava;
I, efisiensi mekanisme, prosedur dan waktu pelayanan;
¢. kescsualan antara  hasil pelayanan  dengan  produk
pelayanan yvang ditentukan;
d. keberadaan sarana, prasarana, fasilitas dalarn
penyelenggaraan pelayanan;
€. kesesuaian antara jumlah dan kompelensi tenaga
pelaksana dengan proses dan pekerjaan;
[ eleklifitas sarana, tata cara pelaksanaan dan penanganan
pengaduan;
g. pemberian jaminan dan komitmen pelavanan oleh

penvelengears pelayanan;
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h. evaluasi kinerja dilaksanakan berdasarkan penerapan
Standar Pelayanan;
1. dasar hulkkum yang memadai terhadap penerapan Standar

Pelavanan; dan

j. pengemasan  dan  penvampaian  informasi  Standar

Pelayanan.
Penyelenggaraan monitoring dilakukan secara berkala oleh
Tim paling sedikit 1 [satu) kali dalam sctahun;
Format alat bantu rr‘mﬂimr'ing penerapan  Standar Pelayvanan
scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran V vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.
Bagian Kedua
Evaluasi
Pasal 17
Tim berkewsjiban melakukan evaluasi lerhadap
penyelenggarasan  Standar  Pelayanan pada masing-masing
Perangkat Daerah;
Evaluasi Standar Pelavanan scbagaimana dimaksud pada
ayat (1] minimal memuat kesimpulan terhadap tolak ukur :
a. penmgkatan kinerja pegawai;
L. pemahaman kompaonen Standar Pelayanan;
c. tantangan dan hambatan penyelenggaraan Standar
Pelayvanan; dan
t. dasar-dasar penyempurnaan Standar Pelayanan.
Evaluasi Standar Pelayanan scbagaimana dimaksud pada
avat {2} disusun dalam bentuk laporan evaluasi  Standar
Pelavanan; dan
Laporan evaluast Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dijadikan dasar penvempurnaan  Standar
Pelayanan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Perangkat Daerah.



BAB VIII
KEETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Bupali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Apar setiap OTATLE mengetahuinyva, memerintahkan
pengundangan  Peraturan Bupati ini dengan penempalannya

dalam Berita Dacrah Hah}l]:a?fm Solok.

Ditetapkan di Arosuka
pada tanggal W Tehioa 2003

BUPATI SOLOK,

Diundangkan di Arosuka
pada tanggal ‘€ Thrvan 0T

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SQLOK,

e

ASWIRMAN

—

BEERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK TAHUN 2019 NOMOR '#



LAMPIREAN I

PERATURAN EUPATI SOLOK

NOMOE PR Taresd L0
TANGGAL 1  FEfeesr 2008

PENYIAPAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN
1. Identifilcast fugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

Lembar Kerja-1
Tugas, Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagasn

Unit Pelayanan 7......ccoceeerreennsnenns *

Dasar Hukum /

NO Ur?su[',.' Aspek Manajemen Uraian Rt i et

1 2 | 3 | 4

Tugas dan Fungsi

hewenangan menvelengzarakan
| jenis pelavanan, melipuli :

SKPD yang terkait dengan
3 | penyelenigparaan pelayanan

b

- Identifikasi Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait,

Lembar Kerja-2
Jems Pelavanan, Produk Pelavanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

Unit-Pelayanan- il

: : Dasar Hukum Masyarakat :
N Jes prpcnk Penyelenggaraan Pengguna PihaR
. Pelayanan Pelayvanan bt ey BELL Terkait
: Pelavanan Layanan
1 2 | 3 4 5 =y

£} ]



3. Identiftkast Mekanisme dan prosedur, Persyaratan, Biuya dan Waktu

Unil Pelayanan

Jenis Pelavanan

Lembar Kerja-3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan dan Biayva

: Produk Persyaratan Mekanisme . ; Pendnggung
N Pelayanan | Pelayanan | dan Prosedur?) R e Jawal
1 a 3 4 3 3] i
¥

Keterang:an

*1 = Sebutkan vrutan kegatan layanae dan uor vang terka

4. ldentifikast Sarana, Prasarana don Anggaran.

NGO | Produk Pelavanan

||

2

Lembar Kerja-4

Sarana, Prasarana dan Anggaran

Sarana Prasarana
Pelavanan

Keterangan ;
7| = Kolom keterangan dins penjelasan kondist sarana, prasarana, sumber anggaran pelavanan dan

schagainy

3

Anggaran

4q

Ket=) oy

{s

2. fdentifikast Jumlah dan Kompetensi Sumber Daya Manusia,

Lembar Kerja-5
Jumlah dan Kompetensi Sumber Dayva Manusia

Enib Eelayaman s

M | Produk Pelayanan
2

Kualitas Sumber Dayva
Manusia vang tersedia

Jumlah Sumber
[Tava Manusia _

3

4

Eet®)

n

Feterangan :
*| = Kolom keterangan diisi penjglasan kemungkinan penggunaan S0M oleh beberapa jenis atau produk

pelavanan

£V




6. Identifikasi Pengawasan nternal

Lembar Kerja-6
Pengawasan Internal

Unit Pelavanan :....................
s B
; Bentuk | Tindak | Dukungan | ] i =
NO Ot ias: Prosedu Lacis Sarana Ket
1 2 3 4 £ T
]
i ]
7 Identifikasi Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Lembar Kerja-7
Pengaduan, Saran dan Masukan
UnitBelapsnan .. oo
Jenis . Tindak Bentuk |
N Pengaduan Prosedur Eaaini Sarana Organisasi
1 2 3 4 = 3] ==
! Pengaduan
2 | Saran dan
| Masukan |

BUPATI SOLOK,

.
GUSMAL




LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR P12 TAHUW 2019
TANGGAL : 7 rfegoama 2019

PENYUSUNAN RANCANGAN STANDAR PELAYANAN

1. dentifikast Daftar Inventaris, Kebutuhan Sarana dan Prasarana,

Lembar Kernja-8
Daftar Inventaris Kebutuhan Sarana dan Prasarana
{(Penunjang Penvelengeara Pelayanan)

+

UhntiPelasamer s asssanmaanne i

NO Surana dan | Spesifikasi/Type/Serl/ | Kondisi/Ukuran/ Kot
Prasarana _Tahun Luas/.Jumlah et
l & 3 4 2
IHnTm'ﬁngan :

*1 = Milil sendiri, sewn dan lain-lain

£\




2. identifikas! Evaluasi Kinerja Pelaksana

Lembar Kerja-9

Evaluasi Kinerja Pelaksana

Kinerja Pelaksana

Penvebab

Alternatil

Ket.

pelaksana

NO | Komponen Penilaian Solusi
Sesuai Tidak
1 2 o | 4 2 6 7
I | Dasar hukum
|
2 | Pergyaratan + =
3 | Sistem, mekanisme
L dan prosedur
4 | Jangka wakiu
penyelesaian
5 | Produk Pelayanan
3 | Sarana, Prasarana
dan/atau fasilitas '
7 | Kompetensi )
pelaksana
& | Pengawasan
internal
9 | Penanganan
Pengaduan, saran
dan masukan
10 | Jumlah Pelaksana |
11 | Jaminan Pelavanan
12 | Jaminan Keamanan |
12 | Evaluasi kinerja
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LAMPIREAN IIT

PEREATURAN BUPATI SOLOK

NOMOR D 1 TAamye 200
TANGGAL 8 fEORVSTS

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN

I. Format Sural Keputusan Kepala Perangkat Dasrah

PEMERINTAH ‘KABUPATEN SOLOK
Perangkat Daerah.......................

Alarnat Perangkat Daerahi oot an i

webaite: wuow.solokkab.go.id e-maili....oene., rosolokkab pooid
KEPUTUSAN
NOMOR....... LAHLIM
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
TENTANG
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA JENIS PELAYANAN......ovevi. ;
£ D I T e e A P LT
Menimbang ;& bahwa dalam rangka mewnjudkan penyelenggaraan

pelayanan publik sesuai dengan asas  penyelenggaraan
pemerintah yang baik, dan guna mewujudkan kepastian
hak dan kewajiban berbagai pihalk vang terkait dengan
penyelenggaraan pelayanan, seliap penyelengegara
pelavanan publilk menetapkan standar pelayanan;

b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran
kinerja dan kualitas penvelenggara pelavanan dimaksud

hural &, maka perlu ditetapkan Standar Pelayanan untuk

jenis Pelayanan. oo ierirrrrrrrerernnees dengan Kepulusan
Kepiasiio s s s
Mengingal :  l.Undang-lUndang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun

1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 73, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

e



I3

]

b |

10,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik
[ndonesia Nomor 32 Tahun 2004 rentang Pemerintahan
Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 359, Tam,*bahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844,

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kelerbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun
2008 tentang Pelayanan Publik (Lembar Negara Republik
[ndonesia Tahun 2009 Nomaor 112, Tambahan Lembaran
Negara Hepublik Indonesia Nomor S038);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun
2014 lentang Aparatur Sipil Negara (Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomaor
£3 Tahun 2009 rentang Pelayanan Publik [Lembar Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tamhbahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Namor S357);
Peraturan Presiden Republik Indanesia Nomor 81 Tahun
2010 tentang Grand Design Reformasi 2010 - 2025;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik [ndonesia Nomor 20 Tahun
2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 - 2014
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan
dan Penerapan Standar Pelavanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Solok Nomeor 8 Tahun 2016
ientang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembar Daerah Kabupaten Solok Tahun 2016 Nomor 69)



Menectapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

EEEMPAT

L1. Peraturan Bupati Selok Nomor.... Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Busunan Organisasi, Tugas dan Fungsi

SertacEata-enacr e nonn ss s s

MEMUTUSKAN :

Standar Pelayanan pada Perangkat Daerah ...,
E

Standar Pelayanaan pada satuan kerja...o.oooooveviiniieeeenn..

meliputt ruang ingkup pelayanan

a. Barang;

b. Jasa; dan

o Admimistratif.

Standar Pelayanan sebagimana terlampir dalam Lampiran
Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penvelenggara |
pelaksana dan sebagai acuan dalam  penilaian  kinerja
pelavanan oleh Kepala Perangkat Daerah, aparat pengawas
dan masyarakat dalam penvelenggaraan pelavanan publik;
dan

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkandi. i,
pade tanpmal o asaaiiiinin
1ot -1 e TR P e P

Nama
Pangkal
NIP



Lampiran :Keputusan Kepala.._______..._
MOMEE" St i Tl UL it
APl S e

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang tugas dan funpsi serta

keberadaan unit penvelenggara pelayanan sesual dengan puraturan
perundangan vang berlaku.
B. STANDAR PELAYANAN :
No Komponen Uraian
1 | Dasar Hukum =
2 | Persyaraian Pelayanan ]
3 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4  Jangka Waktu Penvelesaian
5 | Biaya, Tarif '
| & | Produk Pelayanan |
7 | Barana, Prasarana dan /atau
| Fasilitas -
8 | Kompetensi Pelaksana
2 | Pengawasan Internal === =
10 | Penanganan Pengaduan, saran dan
Masukan
11 | Jumlah Pelaksana
12 | Jaminan Pelayanan
13 | Jamianan Keamanan dan
Keselamatan Pelayvanan
14 | Evaluasi Kinerja Pelaksana
ORIV e -
*) komponen tambahan disesuaikan dengan kebuluhan unit penyelenggara

pelayanan, bila dipandang perlu.

Kepala

Nama
Fanghkal
NIP
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LAMPIRAN IV

PEEATURAN BUPATI SOLOK
NOMOR 1 1T TARUA wilg
TANGGAL : f rFegpuant ol

2. Format Maklumat Pelayanan

PEMERINTAH KABUPATEN SOLOK
Perangkat Daerah.......................

AlamatPermtgkat Deerah . s ms sk
website: www solokkab. go.id e-madl.............. (i malaklal, gu il

l

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MEYELENGGARAKAN
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN
APABILA TIDAK MENEPATI JANJI INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU™

kA R Ry »tanggal ........

Pimpinan Penyelengpara Pelavanan

BUPATI SOLOK,
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LAMPIRAN V

PERATURAN EUPATI SOLDEK
NOMOR Pl Eamaal A
TANGGAL : ¢ fFearumty W1

MONITORING DAN EVALUASI PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
Alat Bantu Monitoring Penerapan Standar Pelayanan
Lembar Kerja - 10

Alal Bantu Monitoring Pencrapan Standar Pelayvanan

1133 ) B B P R S L
No Komponen/Aspel/ Standar. | Percepatan/ ﬁﬁ::::;iﬂi?i];r Masalah
Varigbhel/Indikator Pelayanan Realizasi

dan Pencapalan

Persyaratan teknis maupun
I | administratif dalam PENEUIISsEn
1L pelayanan termasuk biayva

2 | Efisiensi mekanisme, prosedur
dan walttu pelayvanan

Kesesuaian antara hasil
4 pelayvanan dengan produk

] Et‘lﬁ‘l’aﬂ an yang ditentukan

Keberdaan sarana, prasarana,
4| Tesilitas dalam penvelngurasn
pelavanan
Kesesuaian antara jumlah dan
2 kompetensi lenaga pelaksana

dengan proses pekerjaan

Efektifitas sarena dan tala caras
& | pelaksanasaan dan penanganan
pengacduan

Pemberian jaminan dan komitmen
7 | pelayanan oleh penvelenggara
pelayanan

Evaluasi kinerja dilaksanakan
berdasarkan penerapan Standar
Pelavanan |
Dazar hukum yang memadai |
=40 terhadap penerapan Standar
Pelayanan

10 | Pengemasan dan penvampaian
informasi Standar Pelayanan |
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